
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 
 

NOMOR  05 TAHUN 2005 
 

TENTANG 
 

GANTI RUGI TANAM TUMBUH  KOMODITAS DI KABUPATEN NUNUKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NUNUKAN, 
 
 
Menimbang    : a.  bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah 

Kabupaten Nunukan tidak terlepas dan sangat erat kaitannya 
dengan tanaman yang tumbuh diatas lahan yang akan 
dipergunakan untuk kegiatan pembangunan, sehingga perlu 
adanya tarif ganti rugi tanam tumbuh komoditas pertanian 
tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan; 

 
 b.  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sejalan dengan jiwa 
otonomi daerah, pemerintah kabupaten berwenang untuk 
mengatur mengenai perencanaan pelaksanaan pembangunan 
di daerah; 

 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Ganti Rugi Tanam Tumbuh Tanaman 
Komodias di Kabupaten Nunukan; 
 

 
Mengingat        : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

 
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3478); 

 



 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3699); 

 
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

 
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4389); 

 
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4493); 

 
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

 
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 

 
 9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum; 

 
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 

tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah 
Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan 
Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03) sebagaimana telah 



diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 
12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 14 Seri D 
Nomor 04); 

 
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2003 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(AMDAL) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 39 Seri E Nomor 
20); 

 
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2003 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 40 Seri E Nomor 
21); 

 
 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 
dan  

BUPATI NUNUKAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG GANTI RUGI TANAM 
TUMBUH KOMODIAS DI KABUPATEN NUNUKAN. 
 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Nunukan. 
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan. 
3. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana 

dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 
Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 47 Tahun 1999. 

4. Bupati adalah Bupati Nunukan. 



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Nunukan. 

6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten 
Nunukan. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Peternakan  Kabupaten Nunukan. 

8. Budidaya Perkebunan adalah jenis tanaman yang dikelola oleh 
sub sektor Perkebunan. 

9. Klasifikasi Tanam Tumbuh Komoditas adalah Tanaman Muda 
(baru ditanam), tanaman yang belum menghasilkan dan 
tanaman yang sudah menghasilkan  

10. Usaha Budidaya Perkebunan adalah Usaha Budidaya 
Tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, 
penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen. 

11. Golongan Tanaman Tumbuh Komoditas adalah tanaman padi-
padian, tanaman palawija, tanaman keras, tanaman buah-
buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah, tanaman hias, pohon 
pelindung dan lain-lain. 

 
 

 
BAB II 

 
MAKSUD DAN TUJUAN  

 
Pasal 2 

 
Pemberian ganti rugi tanam tumbuh komoditas dimaksudkan 
untuk memberikan tali asih kepada masyarakat yang lahannya 
terkena dampak dari dilaksanakannya pembangunan. 

 
 

 
BAB III 

 
KLASIFIKASI PENENTUAN BESARNYA 

TARIF GANTI RUGI 
 

Pasal 3 
 

Penentuan besarnya tarif Ganti Rugi berdasarkan pada umur 
tanaman dengan kategori sebagai berikut : 
a. tanaman muda; 
b. tanaman belum menghasilkan; dan 
c. tanaman menghasilkan. 

 
 
 
 



BAB IV 
 

GOLONGAN DAN JENIS TANAMAN SERTA  
BESARNYA TARIF GANTI RUGI 

 
Pasal 4 

 
(1). Golongan Tanaman Perkebunan terdiri atas : 

a. kopi; 
b. coklat / kakao; 
c. lada; 
d. karet; 
e. cengkeh; 
f. kelapa; 
g. kapuk; 
h. tebu; 
i. kelapa sawit; 
j. kemiri; 
k. pala; 
l. kapas; 
m. tembakau; 
n. jarak; dan 
o. kina. 

(2). Golongan Tanaman Padi-padian terdiri atas : 
a. padi sawah; 
b. padi ladang; dan 
c. padi ketan. 
 

(3). Golongan tanaman palawija terdiri atas :  
a. jagung; 
b. ubi kayu / rambat; 
c. kacang tanah; 
d. kacang kedelai; 
e. kacang hijau; 
f. keladi; 
g. kentang; dan 
h. sanjey. 
 

 (4). Golongan buah-buahan terdiri atas : 
a. alpukat; 
b. anggur; 
c. asam jawa; 
d. bambangan; 
e. bacang / hambar; 
f. belimbing wuluh; 
g. belimbing manis; 
h. delima; 
i. jambu air; 
j. jambu biji; 
k. jambu bol putih; 
l. jambu bol merah; 


